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ABSTRAK

Perusahaan sebagai pelaku bisnis dalam perkembangannya telah menjadi sumber kekuasaan yang semakin besar pengaruhnya. Perusahaan tidak saja telah menjadi institusi ekonomi yang kian penting dan strategis, tetapi juga merupakan suatu kekuatan besar untuk perubahan sosial. Dia telah menjadi alat yang dominan untuk mentransformasikan iptek menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang berguna secara ekonomis. Hal itu dalam perjalanan selanjutnya telah banyak menunjang terjadinya perubahan sosial. Namun, perkembangan industri usaha yang pesat ini tidak diimbangi dengan perbaikan kemakmuran masyarakat dunia

Dengan terpuruknya perbaikan kemakmuran masyarakat sering memunculkan isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Secara konseptual,  tanggung jawab tersebut dikenal sebagai Corporate Social Responsibilty (CSR). CSR merupakan suatu konsep yang terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan  shareholders dan dipenuhinya tuntutan stakeholders.
Kata kunci  :  corporate social responsibility, shareholders, stakeholders, Friedman, etika bisnis
I. PENDAHULUAN
Selama setengah abad terakhir ini, dunia bisnis telah menjadi institusi yang paling berkuasa di muka bumi ini (Korten, 2001). Hasil studi The Institute of Policy Studies (2004) yang menunjukkan bahwa dari 100 besar penguasa ekonomi, 53 diantaranya adalah korporasi dan sisanya adalah negara. Fakta lain dikemukakan oleh UNCTAD yang melaporkan bahwa sekitar 65 ribu korporasi transnasional menguasai 10% total Growth Domestic Product (GDP) dan 33% ekspor dunia (Tofi, 2007).
Namun demikian, perkembangan industri usaha yang pesat ini tidak diimbangi dengan perbaikan kemakmuran masyarakat dunia. Hasil penelitian PBB dalam Human Development Report (2004) yang menunjukkan bahwa hingga awal millenium ini, dari sekitar 5,4 miliar penduduk bumi, 1,3 miliar manusia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia sendiri, ada 39,05 juta jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan, 19,2 juta KK tergolong Rumah Tangga Miskin, angka pengangguran mencapai 10,24% dari total angkatan kerja 103 juta jiwa (BPS, 2006, TKPKRI, 2007), serta fakta lainnya seperti angka kematian bayi, kekurangan gizi, kurangnya akses air bersih, dan kerusakan alam karena eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. 

Dengan terpuruknya perbaikan kemakmuran masyarakat sering memunculkan isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Dalam konteks ini, ekonom termasyur Milton Friedman yang dikenal dengan pemeo “The business of business is business” menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan laba. Friedman (1990) menyatakan secara keras bahwa, “there is one and only one social responsibility in business, to use its resources and engage in activities designed to increase its profits”. Karenanya, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan merupakan tugas pemerintah yang selama ini telah memungut pajak terhadap perusahaan-perusahaan. Friedman membatasai tanggung jawab perusahaan hanya kepada shareholders atau pemegang saham.

Namun demikian, dalam perjalanannya, pandangan Friedman memperoleh tantangan serius. Selama beberapa dekade, publik menerima eksistensi perusahaan berdasarkan kualitas produk yang disediakan, harga yang ditetapkan, serta pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal tahun 1960-an di Amerika Serikat dan pada awal tahun 1970-an di Eropa, publik mulai menuntut kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Mereka melihat bahwa sudah saatnya perusahaan menunjukkan tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain selain para pemegang saham (Makower, 1994).
Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran pandangan dari fokus tunggal terhadap shareholders menuju adanya pengakuan terhadap eksistensi stakeholders, dengan kata lain, perusahaan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial.  Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat (Bertens, 2000). Bertens juga menyatakan bahwa dalam  membahas tanggung jawab sosial, yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat di mana perusahaan menjalankan kegiatannya. 
Secara konseptual,  tanggung jawab tersebut dikenal sebagai Corporate Social Responsibilty (CSR). CSR merupakan suatu konsep yang terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan  shareholders dan dipenuhinya tuntutan stakeholders.
II. ETIKA BISNIS
Untuk mendapatkan yang lebih baik mengenai makna Corporate Social Responsibility (CSR) sebaiknya dikaji terlebih dahulu persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR diderivasi dari etika bisnis (Khairandy, 2008)

Etika bermaksud untuk membantu manusia secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Keraf (1998) mengungkapkan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (la etha) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai suatu kebiasaan.
Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari ambruknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakukan manusia. Situasi itu juga berlaku pada zaman sekarang. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral (Magnis-Suseno, 2001).

Dalam konteks yang umum, hubungan bisnis sebenarnya adalah hubungan antar manusia. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia dikaruniai banyak kelebihan (akal, perasaan dan naluri), dalam kenyataannya banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia kian berkembang dan kompleks sehingga tak terbatas. Melalui interaksi bisnis inilah manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain (Redi Panuju dalam  Khairandy, 2008).

Etika harus dibedakan antara etika dalam bisnis (ethics in business) dan etika bisnis (ethics of business). Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Etika dalam bisnis terkait dengan etika yang bersinggungan dengan bisnis sedangkan etika bisnis terkait dengan etika pada umumnya. Dalam dunia perbankan misalnya, etika dalam bisnis harus dinilai sesuai dengan perspektif profit maximization sebagai filosofi yang mendasari perbankan tanpa memperhatikan apakah etika tersebut sesuai dengan etika umum (Khairandy, 2008).

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang fair (jujur), transparent (terbuka), dan ethic (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori unethical conduct misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk  menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan di bawah UMR, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat. 

Dalam kenyataannya, sangatlah tidak mungkin ada suatu ethical code dalam bisnis. Di satu pihak kita telah terbiasa secara keliru menganggap bahwa kegiatan bisnis sebagai permainan tipu menipu, tetapi di lain pihak para pelaku usaha itu sendiri sering menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Karena itu, sebenarnya secara tanpa sadar kita semua mengakui secara diam-diam bahwa perlu ada suatu etika bisnis. 

Pada dasarnya, bisnis perlu dijalankan secara etis, karena bagaimana pun juga bisnis menyangkut tentang kepentingan siapa saja dalam masyarakat. Entah dia berperan sebagai penjual, produsen, pembeli, perantara, dan apa pun perannya, hampir semuanya tersangkut dalam bisnis ini. Hal itu berarti bahwa kita semua, berdasarkan kepentingan kita masing-masing, menghendaki adanya agar bisnis itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita semua menghendaki agar bisnis dijalankan secara etis sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. 

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip dalam etika bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Dan karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, di sini akan dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yaitu (Sony Keraf, 2007) :

III. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

3.1. Definisi
Sampai kini tidak ada definisi tunggal tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Berikut ini beberapa definisi CSR yang cukup berpengaruh dan sering dirujuk di antaranya definisi yang disampaikan oleh World Business Council for Sustainable Development, versi World Bank, dan oleh Uni Eropa. 
World Business Council for Sustainable Development (1999) menyebut CSR sebagai : ”Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the local community and society at large”.
Menurut World Bank (2003)  : 

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.
Sementara versi Uni Eropa mengatakan ”CSR is a concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”.
Griffin dan Pustay (2005) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat di mana organisasi berada. Selanjutnya Kotler dan Nancy (2005) menjelaskan bahwa corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.

Dari beberapa pengertian mengenai corporate social responsibility diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu issue terntentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.
3.2. Pilar Aktivitas Corporate Social Responsibility
Prince of Wales International Business Forum mengungkapkan bahwa terdapat lima pilar aktivitas corporate social responsibility, yaitu sebagai berikut (Wibisono, 2007) :

1. Building Human Capital


Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang handal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development.

2. Strengthening Economies


Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

3. Assessing Social Chesion


Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik

4. Encouraging Good Governance


Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

5. Protecting the Environment


Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

3.3. Bentuk Program Corporate Social Responsibility
Kotler dan Nancy (2005) menyebutkan beberapa bentuk program CSR yang dapat dipilih :
1. Cause Promotions


Dalam cause promotions ini,perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat  untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut.
2. Cause-Related Marketing


Dalam cause-related marketing, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.

3. Corporate Social Marketing


Corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam suatu issue tertentu.

4. Corporate Philantrophy

Corporate philantrophy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu.

5. Corporate Volunteering


Dalam corporate voluteering, perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program CSR yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya.
6. Socially Responsible Business    


Dalam socially responsible business, perusahaan melakukan perubahan terhadap salah satu atau keseluruhan sistem kerjanya agar dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.       

IV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI TITIK TEMU ANTARA TANGGUNG JAWAB MORAL PERUSAHAAN DAN TUJUAN BISNIS

Walaupun konsep CSR telah diterima dan dipercaya sudah jelas maknanya, tetapi menurut Charles Chatterjee dalam kenyataan tidak sama sekali. Kesulitan pertama yang timbul dari CSR tersebut adalah konsep CSR itu sendiri. Istilah corporate tidak selalu berkaitan dengan istilah social; corporate responsibility, social responsibility, dan corporate responsibility memiliki konotasi yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih penting, yakni apakah semua bentuk korporasi diwajibkan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Pertanyaan penting lainnya yaitu pada bagian mana korporasi menjalankan korporasinya dan tanggung jawab sosialnya (Khairandy, 2008).

Istilah CSR hanya diterapkan pada korporasi. Karena korporasi merupakan institusi yang dominan di bumi ini di mana korporasi pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. 

World Bank Group menyebut definisi CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa CSR adalah suatu keharusan dan bukan saja sebagai kewajiban. CSR itu sendiri bukanlah gimmick marketing, melainkan bagian yang menyatu dengan misi dan nilai perusahaan (Khairandy, 2008).
Selanjutnya Khairandy (2008) menyatakan bahwa doktrin CSR yang diciptakan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku perusahaan telah diterima ke dalam aturan hukum, undang-undang, regulasi yang ada dalam Code-Code dan European System. Namun demikian, istilah CSR memiliki makna yang berbeda dengan etika, moral, philantrophi, dan hukum. 

CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu. CSR muncul untuk meningkatkan image perusahaan di dalam masyarakat di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedualian sosial perusahaan sebagai unsur pemasaran. Perencanaan sosial harus selalu masuk dalam rencana strategik perusahaan. Kegiatan sosial tersebut bukan suatu biaya, tetapi merupakan suatu investasi.

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (legal responsibility) yang meliputi aspek perdata (civil liability) dan aspek pidana (crime liability), dan aspek tanggung jawab sosial (social responsibility) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum (perdata dan pidana) tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (unethical conduct). 

Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya (Hermann, 2004 dalam Khairandy, 2008). Kehadiran CSR dalam bisnis perusahaan menjadi lebih jelas dengan adanya perkembangan globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya :

1. Pengelolaan risiko 

2. Perlindungan dan meningkatkan reputasi dan image perusahaan 

3. Membangun kepercayaan dan license to operate bagi perusahaan 

4. Meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan meningkatkan akses terhadap modal 

5. Merespon atau mematuhi peraturan yang berlaku 

6. Membina hubungan baik dengan stakeholder seperti pekerja, konsumen, partner bisnis, investor yang mempunyai tanggung jawab secara sosial, regulator, dan komunitas di mana perusahaan itu beroperasi. 

7. Mendorong pemikiran yang inovatif 

8. Membangun kesempatan untuk mengikuti pasar masa depan. 

Kebijakan CSR dapat memberikan nilai dalam rencana strategis kegiatan perusahaan sehari-hari. Berdasarkan strategi ini yang mengintegrasikan praktik-praktik berusaha yang bertanggungjawab secara sosial, analisa keuntungan perusahaan, return on investment (ROI) atau return on equity (ROE) sebagai bottom-line digantikan menjadi triple bottom-line yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah perusahaan yang mengabaikan persoalan sosial dan ekonomi dalam kegiatan usahanya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan pada saat ini, tetapi di kemudian hari perusahaan itu akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan sehingga sulit bagi perusahaan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan pada masa depan.

Keraf (2007)  membagi isi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam dua kategori, yakni :

1. Terhadap relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya. 

2. Terhadap relasi sekunder: Bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial, seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, dan pajak. 
Berdasarkan isi tanggung jawab sosial tersebut, maka tanggung jawab para pelaku usaha dalam bisnis adalah keterlibatan perusahaan mereka dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa terlalu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomis. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dapat dirumuskan dalam dua wujud yaitu :

1. Positif : Melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial. 

2. Negatif : Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial. 
Sehingga dalam kerangka prinsip etika bisnis, dapat dikatakan bahwa secara maksimum (positif) para pelaku usaha dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (prinsip berbuat baik), paling kurang secara minimal (negatif) tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (prinsip tidak berbuat jahat). 

Sejauh pelaku usaha atau suatu bisnis arti segi ekonomi mampu menjalankan tanggung jawab sosial dalam bentuknya yang positif, maka pelaku usaha tersebut wajib untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang positif. Sejauh kemampuan finansialnya memadai, pelaku usaha wajib untuk mengusahakan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, selain itu juga wajib untuk memelihara lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang baik dalam masyarakat itu. Namun, kalau situasinya tidak memungkinkan, maka minimal pelaku usaha itu tidak melakukan kegiatan yang dari segi sosial tidak merugikan.

4.1. Sikap Organisasi terhadap Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Memang harus diakui dalam menyikapi implementasi CSR ada yang mendukung, namun ada pula yang kurang merespons. Menurut Ricky W. Griffin dan Michael W. Pustay (2005) ada empat pendirian/sikap yang diambil oleh organisasi dalam praktik tanggung jawab sosial, yaitu : 

1) sikap menghalangi, artinya organisasi yang berada di kutub ini tanggapan mereka biasanya menolak atau menghindari tanggung jawab sosial dan kalaupun terpaksa harus melakukan biasanya berskop amat kecil; 

2) sikap bertahan, organisasi melakukan tanggung jawab sosial secara normatif sesuai yang dipersyaratkan dalam hukum alias aturan tidak lebih; 

3) sikap akomodatif, mereka yang berada dalam kutub ini setuju dan dengan sukarela berpartisipasi dalam program sosial; 

4.2.  Pengorganisasian dan Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dunia Bisnis di Indonesia

Di Indonesia sepanjang yang dapat ditangkap pengelolaan terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya ada tiga bentuk, yaitu :

a. dikelola oleh korporasi, 

b. yayasan korporasi, 

c. kerja sama dengan yayasan/ organisasi sosial konsultan.

Adapun bentuknya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Grant (hibah): bantuan dana tanpa ikatan yang diberikan oleh pelaku bisnis untuk membangun investasi sosial.

2. Penghargaan/award: pemberian bantuan dunia bisnis bagi sasaran yang dianggap berjasa bagi masyarakat banyak dan lingkungan usahanya. Biasanya penghargaan dalam bentuk sertifikat dan sejumlah uang kepada perorangan/institusi/panti yang diselenggarakan dalam waktu tertentu dan berkelanjutan

3. Dana komunitas local (Community Funds): bantuan dana atau dalam bentuk lain bagi komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas di bidangnya secara berkesinambungan.
4. Bantuan subsidi (Social subsidies): bantuan dana atau bentuk lainnya bagi sasaran yang berhak untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, seperti pemberian bantuan dana untuk buruh lokal atau modal usaha kecil suatu kawasan.

5. Bantuan pendanaan jaringan teknis bagi sasaran yang berhak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan produktivitas, misalnya bantuan teknis untuk usaha kecil/mikro membentuk jaringan pemasaran.

6. Penyediaan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum, kelompok bermain, panti asuhan, beasiswa, dan berbagai pelayanan sosial lainnya bagi masyarakat.

7. Bantuan kredit usaha kecil dengan bunga rendah bagi rumah tangga, baik yang tinggal di sekitar usaha maupun masyarakat pada umumnya.

8. Bantuan pendampingan, pekerja sosial industri sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

9. Program bina lingkungan melalui pengembangan masyarakat (community development).

10. Penyediaan kompensasi sosial bagi masyarakat yang menjadi korban polusi serta kerusakan lingkungan.

V. CATATAN PENUTUP
Perusahaan sebagai pelaku bisnis dalam perkembangannya telah menjadi sumber kekuasaan yang semakin besar pengaruhnya. Perusahaan tidak saja telah menjadi institusi ekonomi yang kian penting dan strategis, tetapi juga merupakan suatu kekuatan besar untuk perubahan sosial. Dia telah menjadi alat yang dominan untuk mentransformasikan iptek menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang berguna secara ekonomis. Hal itu dalam perjalanan selanjutnya telah banyak menunjang terjadinya perubahan sosial.

Sementara itu harapan masyarakat terhadap perusahaan kian meluas yaitu kepedulian perusahaan  yang lebih dalam terhadap peningkatan kualitas lingkungan sosial, seperti peduli terhadap pengangguran, kemiskinan, dan penderitaan anggota masyarakat. Inilah yang sering disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility = CSR), suatu paham yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban terhadap kelompok–kelompok pemilih dalam masyarakat selain dari para pemilik perusahaan dan di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Walaupun bisnis tidak dapat diharapkan 100 persen mengambil seluruh tanggung jawab untuk masalah sosial yang notabene begitu luas, mereka tidak dapat menutup mata terhadap perlunya perubahan sosial. Kerja sama yang aktif dengan intitusi pemerintah dalam berbagai level serta dukungan dan partisipasi anggota masyarakat lewat LSM dan yang lainnya dalam mengatasi isu-isu dan realita problem sosial merupakan resultante harapan umum dan bagian dari tanggung jawab bisnis masa kini dan yang akan datang.

Dalam perspektif bisnis jangka panjang tanggung jawab sosial adalah segepok kewajiban organisasi bisnis untuk melindungi lingkungan dan memajukan masyarakat di mana organisasi beroperasi dan di mana para pelanggannya mangkal yang merupakan jantung bisnis itu sendiri. Suka tidak suka serta mau tidak mau tanggung jawab tersebut mesti mendapat atensi yang lebih besar. Tanggung jawab sosial dunia bisnis bukanlah bentuk tanggung jawab yang dipaksakan apalagi atas dasar tekanan, ancaman, atau paksaan, melainkan tanggung jawab yang didasari kaidah moral, komitmen sosial, dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial dunia bisnis dipengaruhi oleh berbagai kekuatan, yaitu norma sosial dan budaya, hukum serta regulasi, praktik dan budaya organisasi. Jadi, boleh dikatakan dia terbentuk karena dorongan kemanfaatan, moralitas, dan keadilan.
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